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BABI 

PENDAIIULUAN 

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional Negara kita telah 

�tkan, b�liwa bwm dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

'-r'"'-.1.·-�'""rn'"'"'., SC:."'C5ar-besamya untuk kcmal.1T1uran rakyat Dcngan demikian dalam 

��-agunakan sumber daya alam untuk rnemajukan kesejahletaa11 umum 

re:itb:..:. dm untuk ml!ncapai kebahagian berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan 
�n berkelanj�n yang berwawas:m lmgkungan hidup yang berdasarkan 

�na.an nasion:il }:mg terpadu dan menyeluruh dengan mempcrhitungkan 

� generasi sckarang dan generasi mcndatang. 

Bal!ln hnhl:n mcrupa:.;an subjek bul.-um, pendul.'llllg hak dan kewajiban. Di 
��:g0 b:tdln b:i'11I!l sebagai subjek hukwn yang lain adalah manusia. Dalam bulnun 

.:?!l manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum tidak lagi menjadi 

0 '!h karcna status kedua subjek hukum mi sudah jelas peogaturannya.1 

12 b 1ru d1kaitkan ;lengan lapangan hul.'lllll pidana, keberadaan badan bukum 

:.:':>l� pc' ku undlk p1dana akan banyak menimbulkan pcrsoalan. 

1;a manusia mclakukan tindak pidana, barangkali proses peradilannya tidak sulit 

nx !Slno p.:r.;oalan 7ang terjadi. Per..oalann7a mungkin berkisar antara s1apa 

bm.3..'1;gung j3\�3b, siapa yang harus udiseret'' Ice pcogadilan? Jilca manusia 

:-r--...._,...,-, n:'!bl-ukan tindakan pencemaran linglcuogan hidup, maka jelas siapa yang 

�-...... B.�;a·manaj1ka yang melal..-ukan llndakan pencemaran linglrungao hidup itu 
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set ,..,h l>erusahaan Terbatas (PT) ?Siapa yang harus "diginng" ke pengadilan7 

Duek'lurnya kah? Atau pnbadi yang melakukan tindakan pencemaran lingkungan? Tapi 

baga1mana jika pencemaran .Jingkungan hidup itu dilakukan atas nama Perusahaan 

TerbataS (PT)? Dapatkah PT dibubarkan7 Dapatkah PT membayar denda? Dapatkah PT 

d1penjara? Membayar denda itu dapat d113ksanakan oleh PT, tetapi jika PT dikenakan 

t:ukuman penja'"3, maka akan timbul persoalan; siapa yang harus d1penjara? Direk'lUrnya 

k.ah? Atau yang lainnya? Ini akan menjadi persoalan. 

Begitu juga dalam hal badan hukum melakukan tindak pidana dalam bidang 

lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tcntang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 2 ketentuan tentang undak pidana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) clan 

ayat (2) yang berbunyi . 

Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang 

mengakibatkan penc.emaran dan/atau perusakan lingk'llllgan hidup, diancam dengan 

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun clan denda paling banyak Rp. 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 

:) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mengakibatkan orang mali 

:uau Iuka bcrat, pelalru tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 

(li;na belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima 

f:iluh juta rupiah). 

• M H1md10, SH. l\.fH Tindal< Pidana Pencemaran Linglcungan Hidup, Peoetbi1 Alumni. BandUJll!, 2000, 
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Sel:i�n Pasal 41 diatas, ada juga terdapat dalam Pasal 45 yang mcnyatakan: 

- Jll:! tmd3k pidana sebagaimana di.maksud dalam Bab ini dllakukan oleh atau atas nama 

� b3;!an hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pinda 

�.!3 C'!perberat dengilll sepertiga" 

Dalam pen;elasan Pasal 41 dial.as tidak ada keterangan-keterangan lebih lanjut 

·�n::i.r.g perkataan "barang siapa". Siapa saja sebenarnya yang dimaksud oleh pasal 

t��m dengan kata "barang siapa ... Mungkin Buku 1 KUHPidana dapat membantu 

4llla.� hal mi Oleb karena Buku I KUHPidana ini berlaku juga terhadap ketentuan

ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP1dana (Pasal 103 KUHP). 

Kenyataan yang muncul ke permukaan sekarang im ditemukan di Ka\\<'llSaO 

Indu.sui Medan (KlM), yaitu ttndakan pencemaran yang dilakllkan oleh PT. Cenual 

Wmdu Sejat1 Tmdak.3.n pencemaran iru sudah begitu meresahkao dan merugikan 

=ya."abt sekltamya. Pennasabhannya adalah sejauh mana PT. Central Windu Scjati 

O;nr diminukan pertanggungjawabannya (pidana) terbadap peristiwa tersebut. 

Mts\apun perkara yang berhubungan dengan peristiwa lni belum putus oleh 

CC'=±li:i :>ans ben,ewenang, namun dari gambaran yang diperoleh di lapangan 

��) cID.-up menarik untuk dikaji dan dipelajari sesuai dengan peraturan 
::-o_")(ja.igan yang ada. 
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